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Abstract 
This study aims to critically examine the fulfillment of prisoners' rights 
within Indonesia's correctional system. Using a qualitative approach 
and document analysis, the research evaluates the implementation of 
prisoners' basic rights, including rights to healthcare, education, 
employment, as well as protection from violence and inhuman 
treatment. The findings reveal that although these rights are 
normatively guaranteed by law, various challenges persist in practice, 
such as prison overcrowding, inadequate facilities, and low-quality 
human resources. The study also identifies structural and cultural 
factors that hinder the effective fulfillment of prisoners' rights. Based 
on these findings, the research recommends policy reforms, 
strengthened monitoring mechanisms, and enhanced capacity building 
for correctional officers to ensure the realization of a fair correctional 
system that respects human rights.   
Keywords: Prisoners; Inmates' Rights; Correctional System; Critical 
Study; Human Rights   

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis 
pemenuhan hak-hak warga binaan dalam sistem 
pemasyarakatan Indonesia. Dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, studi ini 
mengevaluasi implementasi hak-hak dasar warga binaan, 
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termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta 
perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak 
manusiawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 
secara normatif hak-hak tersebut telah dijamin oleh undang-
undang, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai 
tantangan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, 
keterbatasan sarana prasarana, dan rendahnya kualitas 
sumber daya manusia. Kajian ini juga mengidentifikasi 
faktor-faktor struktural dan kultural yang menghambat 
efektivitas pemenuhan hak-hak warga binaan. Berdasarkan 
temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya 
reformasi kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan, 
serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan untuk 
memastikan terwujudnya sistem pemasyarakatan yang 
berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.   
Kata Kunci: Warga Binaan; Hak Narapidana; Sistem 
Pemasyarakatan; Kajian Kritis; Hak Asasi Manusia   
 

 
 
 
Pendahuluan 

Sistem pemasyarakatan Indonesia didesain sebagai 
instrumen negara untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku 
tindak pidana, dengan tujuan utama rehabilitasi dan reintegrasi 
sosial(Nugroho et al., 2024a). Dalam perspektif hukum modern, 
lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat 
penghukuman, tetapi lebih sebagai wahana transformasi bagi 
warga binaan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang 
produktif(Citrawati et al., 2020). Namun, dalam praktiknya, sistem 
ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang seringkali 
mengaburkan tujuan ideal tersebut(M. AKBAR ALWI et al., 2015).   

Perlindungan hak-hak warga binaan menjadi isu krusial 
dalam pembahasan sistem pemasyarakatan di Indonesia(Negara, 
2022). Secara konstitusional, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin 
hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, 
termasuk mereka yang sedang menjalani proses pemidanaan. 
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah 
menegaskan bahwa pembatasan hak narapidana hanya boleh 



Kajian Kritis Terhadap Pemenuhan… 

233 
HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 231-246 

dilakukan sebatas yang diperlukan untuk tujuan pemidanaan, 
bukan sebagai bentuk pelanggaran HAM(KANGKA, n.d.).   

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
Pemasyarakatan menjadi landasan hukum utama yang mengatur 
secara rinci hak-hak warga binaan. Regulasi ini secara tegas 
menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan harus menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia(ASISAH, 2015). Berbagai hak 
dasar seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta perlindungan 
dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi telah dijamin 
dalam pasal-pasalnya. Namun, jaminan normatif ini belum 
sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan(Lewi & Sudarji, 
2015).   

Indonesia juga terikat dengan berbagai instrumen 
internasional terkait perlakuan terhadap narapidana, termasuk 
Convention Against Torture dan Nelson Mandela Rules yang 
diadopsi PBB. Standar internasional ini menekankan prinsip-
prinsip dasar perlakuan manusiawi terhadap narapidana tanpa 
diskriminasi. Sayangnya, harmonisasi antara hukum nasional dan 
standar internasional masih menghadapi banyak kendala 
implementasi(Gulo, 2013).   

Kondisi nyata di lembaga pemasyarakatan Indonesia justru 
menunjukkan berbagai masalah struktural yang serius(Ratih Do 
Umar, 2015). Overcrowding atau kelebihan kapasitas menjadi 
masalah kronis, dengan banyak lapas menampung narapidana 
hingga 300% dari daya tampung ideal. Kondisi ini tidak hanya 
melanggar standar kesehatan internasional, tetapi juga memicu 
berbagai pelanggaran hak dasar warga binaan(Kasim, 2020).   

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung semakin 
memperparah situasi. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, 
ruang pendidikan yang terbatas, serta minimnya akses terhadap 
pelatihan kerja menjadi masalah sehari-hari di banyak lapas. Selain 
itu, rasio petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan 
jumlah warga binaan membuat pengawasan yang efektif menjadi 
mustahil dilakukan(Kurniawan, 2021)sara.   

Budaya kekerasan yang masih mengakar di banyak 
lembaga pemasyarakatan turut menjadi penghambat dalam 
mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan. Kekerasan 
antarwarga binaan sering dibiarkan sebagai hukum alam, 
sementara kekerasan oleh petugas kadang dijustifikasi sebagai 
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bagian dari pendisiplinan. Mekanisme pengaduan yang tidak 
efektif membuat banyak kasus tidak terungkap dan 
teratasi(Listyowarno, 2015).   

Artikel ini akan menganalisis secara kritis tiga aspek utama 
sistem pemasyarakatan Indonesia: (1) kerangka hukum dan 
kebijakan pemenuhan hak warga binaan, (2) tantangan 
implementasi dalam praktik pemasyarakatan, serta (3) 
rekomendasi untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang 
lebih berkeadilan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran bagi perbaikan sistem 
pemasyarakatan di Indonesia yang lebih menghormati hak asasi 
manusia. 
 
Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kepustakaan (library research) yang mengumpulkan dan 
menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, 
laporan tahunan lembaga terkait, jurnal akademis, serta dokumen 
kebijakan terkait sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan teknik 
analisis content analysis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara 
regulasi dan implementasi serta merekomendasikan solusi perbaikan 
sistem. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Kerangka Hukum dan Kebijakan Pemenuhan Hak Warga Binaan 

Pemenuhan hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan 
Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 28I 
ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari 
perlakuan diskriminatif(Mahadewi, 2015). Konstitusi ini menjadi 
landasan filosofis bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi manusia 
yang harus dilindungi, meskipun sedang menjalani pidana. 
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan 
bahwa pembatasan hak narapidana hanya boleh dilakukan sebatas 
yang diperlukan untuk tujuan pemidanaan, bukan sebagai bentuk 
pelanggaran HAM(KANGKA, n.d.). 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 
Pemasyarakatan menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-
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hak warga binaan secara rinci. Pasal 5 UU ini secara tegas menyatakan 
bahwa sistem pemasyarakatan harus menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia. Selanjutnya, Pasal 14 hingga 22 mengatur berbagai 
hak dasar warga binaan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, 
pelatihan kerja, serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan 
tidak manusiawi. Secara normatif, regulasi ini telah memenuhi standar 
perlindungan HAM, namun implementasinya masih menghadapi 
banyak tantangan(Aryandi, 2019).   

Selain regulasi nasional, Indonesia juga terikat dengan 
berbagai instrumen internasional yang relevan, seperti Convention 
Against Torture yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998. 
Standar minimum perlakuan terhadap narapidana (Nelson Mandela 
Rules) yang diadopsi oleh PBB juga menjadi acuan penting. Aturan ini 
menekankan bahwa semua narapidana harus diperlakukan dengan 
menghormati martabat mereka sebagai manusia, tanpa diskriminasi 
berdasarkan status hukum. Namun, harmonisasi antara hukum 
nasional dan standar internasional ini masih belum optimal dalam 
praktik(Sukoco, 2016)(Nasional, 2015). 

Salah satu hak mendasar yang diatur dalam UU 
Pemasyarakatan adalah hak atas kesehatan. Pasal 14 secara eksplisit 
menjamin bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan yang memadai. Namun, dalam implementasinya, laporan 
Komnas HAM 2023 mengungkapkan bahwa sekitar 60% lembaga 
pemasyarakatan di Indonesia tidak memiliki dokter tetap. Fasilitas 
kesehatan yang tersedia seringkali terbatas pada Puskesmas 
Pembantu (Pustu) dengan persediaan obat-obatan dasar yang minim. 
Akibatnya, banyak kasus penyakit serius di kalangan warga binaan 
yang tidak tertangani dengan baik, bahkan berujung pada kematian 
yang sebenarnya dapat dicegah(KANGKA, n.d.).   

Di samping hak kesehatan, hak pendidikan dan pelatihan kerja 
juga menjadi aspek penting dalam proses pemasyarakatan. Pasal 17 
UU Pemasyarakatan menjamin akses warga binaan terhadap 
pendidikan formal maupun nonformal, serta pelatihan keterampilan 
kerja. Namun, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 
2023 menunjukkan bahwa hanya 30% lapas yang memiliki program 
pendidikan formal bekerja sama dengan instansi terkait. Sementara 
itu, pelatihan kerja yang tersedia cenderung bersifat konvensional, 
seperti pertukangan atau pertanian, tanpa disesuaikan dengan 



Anita Nurjanah 

 
236 

 
HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 231-246 

 

kebutuhan pasar kerja modern. Hal ini mengurangi efektivitas 
program reintegrasi sosial pasca-bebas(Nasution et al., 2021).   

Perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi 
juga dijamin dalam Pasal 20 UU Pemasyarakatan. Pasal ini secara tegas 
melarang segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap 
warga binaan. Namun, laporan LBH Jakarta tahun 2022 mencatat 
setidaknya 120 kasus kekerasan di lembaga pemasyarakatan 
sepanjang tahun 2021. Kekerasan tidak hanya terjadi antar sesama 
warga binaan, tetapi dalam beberapa kasus juga melibatkan petugas 
lapas. Lemahnya mekanisme pengawasan internal dan budaya 
kekerasan yang masih mengakar menjadi faktor utama maraknya 
pelanggaran ini(Hamsir, 2020).   

Hak berkomunikasi dan menerima kunjungan keluarga juga 
diatur dalam Pasal 19 UU Pemasyarakatan. Hak ini sangat penting 
untuk menjaga hubungan emosional dan dukungan moral dari 
keluarga selama masa hukuman. Namun, dalam praktiknya, aturan 
ini sering dibatasi secara berlebihan dengan dalih alasan keamanan. 
Selain itu, biaya telepon dari dalam lapas yang sangat mahal—berkisar 
antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 untuk 10 menit—menjadi 
hambatan tambahan bagi warga binaan dari kalangan tidak 
mampu(Rohmawati, 2015).   

Di sisi lain, hak atas proses hukum yang adil juga menjadi 
bagian dari kerangka hukum pemasyarakatan. Warga binaan berhak 
mengajukan keberatan atau grasi, serta mendapatkan pendampingan 
hukum. Namun, akses terhadap bantuan hukum masih sangat 
terbatas, terutama bagi narapidana dari keluarga miskin. Banyak 
warga binaan yang tidak memahami prosedur hukum atau tidak 
mampu membayar kuasa hukum, sehingga hak mereka untuk 
memperoleh keadilan seringkali terabaikan(Gumelar, Rosidin, 2020).   

Jadi, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah cukup 
komprehensif dalam menjamin hak-hak warga binaan. Namun, 
kesenjangan antara hukum dan implementasi masih sangat lebar. 
Overkapasitas lapas yang mencapai rata-rata 200% di banyak daerah 
menjadi salah satu akar masalah. Kepadatan ini berimplikasi pada 
buruknya kondisi sanitasi, sulitnya pengawasan, dan meningkatnya 
potensi konflik antar warga binaan.   
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Tantangan lain adalah keterbatasan anggaran dan sumber 
daya manusia. Alokasi dana untuk pemasyarakatan seringkali tidak 
memadai untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Selain itu, 
rendahnya kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan turut 
memperparah masalah. Banyak petugas yang belum memahami 
prinsip-prinsip HAM dalam penanganan narapidana, sehingga 
cenderung menggunakan pendekatan kekerasan. Mengatasi masalah 
ini, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif. Pertama, 
harmonisasi antara UU Pemasyarakatan dengan standar internasional 
seperti Nelson Mandela Rules harus diperkuat. Kedua, pengawasan 
independen oleh Komnas HAM dan lembaga sipil perlu ditingkatkan 
untuk memastikan akuntabilitas. Ketiga, peningkatan anggaran dan 
kapasitas petugas menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas 
layanan(Ferdiansyah & Fatoni, 2021).   

Oleh karena itu, memperbaiki kerangka hukum dan kebijakan 
ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia dapat benar-benar 
berfungsi sebagai lembaga rehabilitasi, bukan sekadar tempat 
penghukuman. Perlindungan hak warga binaan bukan hanya 
kewajiban hukum, tetapi juga investasi untuk menciptakan 
masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan pasca-pembebasan. 
 
 
Tantangan Implementasi dalam Praktik Pemasyarakatan 

Meskipun kerangka hukum telah menjamin berbagai hak dasar 
warga binaan, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan 
struktural yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah 
overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah mencapai tingkat 
kritis di banyak daerah. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
menunjukkan bahwa 70% lapas di Indonesia menampung narapidana 
melebihi kapasitas ideal, dengan beberapa lapas seperti Lapas Kelas I 
Jakarta mencapai 300% dari daya tampung. Kondisi ini tidak hanya 
melanggar standar kesehatan internasional tetapi juga memicu 
berbagai pelanggaran hak dasar(Suci & Ritonga, 2024). 

Kepadatan yang berlebihan berdampak langsung pada 
kualitas hidup warga binaan. Ruangan yang seharusnya dihuni oleh 
10-15 orang seringkali dipaksa menampung 30-40 narapidana. 
Akibatnya, hak atas privasi dan ruang hidup yang layak menjadi 
mustahil terpenuhi. Kondisi ini diperparah dengan sistem ventilasi 
yang buruk, sanitasi tidak memadai, serta sirkulasi udara terbatas, 
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menciptakan lingkungan yang rawan penyebaran penyakit menular 
seperti tuberkulosis dan infeksi kulit(Lusiana, 2015). 

Tantangan lain muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana 
pendukung. Banyak lapas yang kekurangan fasilitas kesehatan 
memadai, dengan klinik yang hanya buka beberapa jam sehari dan 
stok obat-obatan terbatas. Ruang belajar untuk program pendidikan 
seringkali dialihfungsikan sebagai sel tambahan akibat overkapasitas. 
Bahkan fasilitas dasar seperti tempat tidur, selimut, dan air bersih 
masih menjadi barang langka di beberapa lapas terpencil(Fasihani, 
2015).   

Masalah sumber daya manusia juga menjadi penghambat 
serius. Rasio petugas pemasyarakatan dengan warga binaan di 
Indonesia masih jauh di bawah standar ideal. Seorang petugas 
seringkali harus mengawasi puluhan bahkan ratusan narapidana, 
membuat pengawasan yang efektif menjadi tidak mungkin dilakukan. 
Selain itu, rendahnya kualifikasi dan pelatihan petugas tentang hak 
asasi manusia menyebabkan masih maraknya praktik kekerasan dan 
penyalahgunaan wewenang(SD & Ramadona, 2015).   

Budaya kekerasan yang mengakar di banyak lembaga 
pemasyarakatan turut memperburuk situasi. Kekerasan antar warga 
binaan sering dibiarkan sebagai hukum alam dalam sistem hierarki 
narapidana. Sementara itu, kekerasan oleh petugas kerap dijustifikasi 
sebagai bagian dari pendisiplinan. Mekanisme pengaduan yang tidak 
efektif membuat korban enggan melapor karena takut pembalasan 
atau tidak percaya pada proses penyelesaiannya(Hamsir, 2020).   

Sistem pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari 
pemasyarakatan justru terabaikan. Program pembinaan seringkali 
bersifat formalitas tanpa pendekatan individual sesuai kebutuhan 
narapidana. Pelatihan keterampilan yang tersedia umumnya tidak 
relevan dengan kebutuhan pasar kerja kontemporer, sehingga kurang 
bermanfaat untuk persiapan hidup pasca-bebas. Minimnya psikolog 
dan tenaga pembimbing membuat aspek rehabilitasi mental sering 
terabaikan(Lusiana, 2015).   

Keterbatasan anggaran menjadi akar dari banyak masalah 
implementasi ini. Alokasi dana pemasyarakatan yang hanya sekitar 
Rp 25.000 per narapidana per hari jelas tidak memadai untuk 
memenuhi kebutuhan dasar, apalagi menyelenggarakan program 
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pembinaan yang berkualitas. Ketergantungan pada dana kompensasi 
dari keluarga narapidana menciptakan diskriminasi terhadap warga 
binaan dari kalangan tidak mampu.   

Tantangan eksternal berupa stigma masyarakat turut 
mempersulit proses reintegrasi. Banyak perusahaan yang menolak 
menerima bekas narapidana sebagai pekerja, sekalipun mereka telah 
memiliki keterampilan memadai. Diskriminasi ini seringkali 
mendorong mantan warga binaan kembali ke jalan kriminal, 
menyuburkan siklus residivisme yang justru ingin diputus oleh sistem 
pemasyarakatan(Maysaroh & Nurkhamidi, 2015).   

Di tengah berbagai tantangan ini, upaya reformasi 
pemasyarakatan menghadapi resistensi birokrasi yang kuat. 
Perubahan paradigma dari pendekatan penghukuman ke rehabilitasi 
membutuhkan transformasi menyeluruh dalam sistem dan mentalitas 
aparat. Minimnya political will dan anggaran seringkali membuat 
berbagai program perbaikan berhenti pada tahap wacana.   

Meskipun demikian, beberapa terobosan mulai menunjukkan 
hasil positif. Penerapan sistem elektronik monitoring, kerja sama 
dengan universitas untuk program pendidikan, serta pelibatan 
organisasi masyarakat dalam pembinaan menjadi contoh praktik baik 
yang perlu dikembangkan. Penyelesaian masalah pemasyarakatan 
membutuhkan komitmen multisektoral yang berkelanjutan, bukan 
hanya dari pemerintah tetapi juga dukungan masyarakat luas. 
 
Rekomendasi untuk Sistem Pemasyarakatan yang Berkeadilan 

Transformasi sistem pemasyarakatan menuju paradigma yang 
lebih berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia memerlukan langkah-
langkah strategis yang menyeluruh. Pertama, reformasi kebijakan harus 
dimulai dengan merevisi standar pelayanan minimum di lembaga 
pemasyarakatan, disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Standar 
ini perlu mencakup aspek kapasitas hunian, ketersediaan fasilitas 
kesehatan, pendidikan, dan ruang hidup yang manusiawi, dengan 
penyesuaian terhadap karakteristik kebutuhan khusus seperti 
narapidana perempuan, anak, atau penyandang disabilitas(Nugroho et 
al., 2024b).   

Peningkatan alokasi anggaran menjadi prasyarat mutlak untuk 
mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan. Anggaran 
tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi 
juga pada pengembangan program pembinaan yang komprehensif. 
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Pola anggaran berbasis kinerja perlu diterapkan, dengan alokasi khusus 
untuk pelatihan petugas, layanan kesehatan mental, serta program 
reintegrasi yang terukur. Transparansi dalam pengelolaan anggaran 
harus ditingkatkan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan 
dana yang selama ini sering terjadi(Harahap & Ramadhani, 2022)a.   

Penguatan kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan 
harus menjadi prioritas utama. Kurikulum pelatihan petugas perlu 
direvisi secara mendasar dengan menekankan pendekatan hak asasi 
manusia, teknik resolusi konflik tanpa kekerasan, serta pemahaman 
tentang trauma-informed care. Sistem rekrutmen petugas harus lebih 
selektif, dengan mempertimbangkan aspek integritas dan kemampuan 
interpersonal. Selain itu, perlu diciptakan skema insentif yang memadai 
untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan petugas lapas yang 
selama ini bekerja dalam kondisi penuh tekanan(Rhomadoni, 2015).   

Mekanisme pengawasan independen harus diperkuat melalui 
kolaborasi antara pemerintah, Komnas HAM, lembaga masyarakat, dan 
organisasi profesi. Pembentukan unit pengawas internal yang benar-
benar independen di setiap lembaga pemasyarakatan menjadi 
kebutuhan mendesak. Sistem pengaduan yang aman dan mudah 
diakses perlu dibangun, dilengkapi dengan proteksi bagi pelapor dan 
mekanisme penyelesaian yang cepat serta transparan. Peran 
pengawasan dari komisi yudisial dan ombudsman juga perlu 
dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas sistem(Siregar, 2009). 

Program pembinaan dan reintegrasi memerlukan pendekatan 
yang lebih personal dan berbasis kebutuhan individual. Setiap warga 
binaan seharusnya memiliki rencana pembinaan khusus yang disusun 
berdasarkan assessment multidisiplin, mencakup aspek pendidikan, 
keterampilan kerja, kesehatan mental, dan persiapan keluarga. 
Keterlibatan dunia usaha dalam program pelatihan vokasi perlu 
ditingkatkan, dengan menjamin kesesuaian antara materi pelatihan 
dengan kebutuhan pasar kerja. Sertifikasi keterampilan yang diakui 
industri akan meningkatkan nilai tambah bagi narapidana yang akan 
kembali ke masyarakat(Aprilianto, 2015).   

Pendekatan restorative justice perlu lebih banyak diterapkan 
sebagai alternatif sistem pemidanaan konvensional. Model 
pemasyarakatan berbasis masyarakat (community-based corrections) 
dapat dikembangkan untuk narapidana dengan risiko rendah, 
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mengurangi beban overkapasitas lapas sekaligus mempertahankan 
ikatan sosial narapidana dengan keluarga dan lingkungannya. Program 
ini perlu didukung dengan sistem pengawasan elektronik dan 
pendampingan intensif oleh pekerja sosial(Sukoco, 2016).   

Aspek kesehatan, terutama layanan kesehatan mental, harus 
mendapatkan perhatian khusus. Setiap lembaga pemasyarakatan 
seharusnya memiliki tim medis lengkap yang mampu memberikan 
layanan primer dan rujukan yang memadai. Kolaborasi dengan rumah 
sakit dan puskesmas setempat perlu diperkuat melalui skema kerja 
sama yang jelas. Program terapi bagi pecandu narkoba dan konseling 
trauma bagi korban kekerasan harus menjadi komponen wajib dalam 
sistem pembinaan(Kurniawan, 2021).   

Perubahan paradigma di tingkat masyarakat juga tidak kalah 
pentingnya. Kampanye publik yang masif perlu dilakukan untuk 
mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Dunia usaha perlu 
didorong melalui insentif fiskal untuk membuka lapangan kerja bagi 
mereka yang telah menyelesaikan masa pidana. Pendidikan hukum 
dasar di masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang 
lebih mendukung proses reintegrasi.   

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempercepat 
transformasi sistem pemasyarakatan. Sistem informasi terpadu yang 
menghubungkan lembaga pemasyarakatan dengan pengadilan, 
kepolisian, dan dinas sosial akan meningkatkan koordinasi layanan. 
Platform digital juga dapat digunakan untuk program pendidikan jarak 
jauh, konseling online, serta pemantauan elektronik bagi narapidana 
yang mendapatkan pembebasan bersyarat.   

Implementasi berbagai rekomendasi ini memerlukan komitmen 
politik yang kuat dan pendekatan bertahap yang realistis. Pilot project 
di beberapa lembaga pemasyarakatan percontohan dapat menjadi 
model sebelum diperluas ke tingkat nasional. Evaluasi berkala oleh tim 
independen perlu dilakukan untuk mengukur dampak setiap 
kebijakan. Yang terpenting, reformasi sistem pemasyarakatan harus 
dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan 
masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan, di mana setiap warga 
binaan mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi anggota 
masyarakat yang produktif. 
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Kesimpulan  
Sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi tantangan 

besar dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga binaan, meskipun 
kerangka hukumnya telah memadai. Overkapasitas lembaga 
pemasyarakatan, keterbatasan sarana prasarana, minimnya anggaran, 
dan rendahnya kapasitas petugas menjadi penghambat utama dalam 
mewujudkan sistem yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia.   

Reformasi menyeluruh diperlukan melalui peningkatan 
alokasi anggaran, penguatan kapasitas petugas, harmonisasi regulasi 
dengan standar internasional, serta pengembangan program 
pembinaan yang lebih efektif. Transformasi ini bukan hanya 
kewajiban hukum, tetapi investasi penting untuk menciptakan sistem 
pemasyarakatan yang mampu memulihkan narapidana menjadi 
anggota masyarakat yang produktif, sekaligus menjaga prinsip 
keadilan dan perlindungan HAM. 
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